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 Ujaran kebencian dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk anak dibawah 
umur ketika menggunakan aplikasi media sosial. Oleh karna itu penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui dasar hukum tindak pidana ujaran kebencian melalui 
media sosial oleh anak dibawah umur dan untuk mengkaji pertanggungjawaban 
tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial yang dilakukan oleh anak.  
 Jenis penelitian yang digunakan adalah Library Research dengan pendekatan 
perundang-undangan dengan data sekunder. Data kemudian mengumpulan dan 
dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. 
 Hasil penelitian menyimpulkan. 1.) Dasar hukum tindak pidana ujaran 
kebencian melalui media sosial oleh anak dibawah umur diatur dalam Pasal 28 ayat 
(2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik dengan ancaman  hukuman 6 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 
1.000.000.000.00. 2). Adapun bentuk pertanggungjawaban bagi anak yang 
melakukan ujaran kebencian melalui media sosial adalahd dengan mendasarkan pada 
Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik dan diupayakan diversi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-
undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
 














 Hate speech can be done by anyone including minors when using social 
media applications. Therefore, this study aims to determine the legal basis for hate 
crimes through social media by minors and to examine the responsibility for hate 
crimes through social media committed by children. 
 The type of research used is Library Research with a statutory approach 
with secondary data. The data were then collected and analyzed using a qualitative 
descriptive method. 
 The results of the study concluded. 1.) The legal basis for criminal acts of 
hate speech through social media by minors is regulated in Article 28 paragraph (2) 
of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions with 
a penalty of 6 years in prison and a maximum fine of Rp. 1,000,000,000.00. 2). The 
form of accountability for children who commit hate speech through social media is 
based on Article 45 paragraph (2) of Law Number 11 of 2008 concerning 
Information and Electronic Transactions and attempted diversion based on Article 7 
paragraph (1) of Law Number 11 of 2008 2012 on the Juvenile Criminal Justice 
System. 
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A. Latar belakang 
Perkembangan Teknologi dengan diikuti perkembangan dunia 
telekomunikasi membuat semakin buramnya bataran dalam berkomunikasi 
antar pengguna alat telekomunikasi, atau dunia media sosial lebih tepatnya. 
Komunikasi antara satu person dengan person lainnya kini sudah bebas tanpa 
hambatan jarak daerah maupun negara. Tujuan komunikasi yang terjadi juga 
bermacam-macam, ada yang berkomunikasi dengan tujuan untuk memberi 
kabar, mencari maupun memberikan informasi. Namun, perkembangan 
teknologi tidak hanya berupa memberikan dampak positif saja, namun juga 
memberikan dampak negatif, tindak pidana penghinaan atau ujaran kebencian 
(hate speech) dan/atau penghinaan, serta penyebaran informasi di media sosial 
yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar 
individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, 
agama, ras dan antargolongan (SARA). 
Tindak pidana tersebut selain menimbulkan dampak yang tidak baik 
juga dapat merugikan korban dalam hal pencemaran nama baik, dengan 
modus operandi menghina korban dengan menggunakan kata-kata maupun 
gambar dan meme-meme kata yang menghina dengan ujaran kebencian. 




tersebut, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang akhirnya merugikan 
masyarakat.1 
 Masalah ujaran kebencian yang muncul dan menjadi topik hangat di 
tengah kehidupan masyarakat beberapa waktu terakhir ini menunjukkan 
perkembangan masyarakat yang semula lebih sederhana menuju kondisi yang 
semakin modern. Masyarakat memasuki budaya baru yang belum sepenuhnya 
disadari kelebihan maupun kelemahannya. Apa yang dialami masyarakat saat 
ini adalah belum adanya pemahaman tentang bagaimana menggunakan media 
sosial dan mengambil sisi positifnya, serta bagaimana menghindari dampak 
negatifnya. Media sosial seolah-olah membawa masyarakat ke wilayah luas 
dan hampir tanpa batas dalam berkomunikasi. Kondisi yang tanpa tatap muka 
namun cepat mengantarkan pesan ini kemudian berkembang pesat dan bahkan 
liar karena sulit disensor. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh orang-
orang yang tidak bertanggung jawab guna menebarkan ujara kebencian untuk 
menyerang orang lain demi kepentingan diri dan/atau kelompoknya.2 
Dari sudut pandang kacamata hukum, buramnya batasan-batsan ini 
sangat berpotensial untuk terjadinya pelanggaran hukum. Beberapa kali 
pemerintah mencoba untuk mengantisipasi hal tersebut dengan memperketat 
hukum positif Indonesia agar mampu mencegah terjadinya tindak pelanggaran 
                                                          
1Zulkarnain Z, 2020, “(Hate speech)Ujaran Kebencian Dimasyarakat”, Jurnal.Unisu. Volume 3 nomer 
1. (http://jurnal.unisu.ac.id) 
2 http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VII-21-I-P3DI-November-2015-




yang merugikan orang lain. Salah satu yang paling populer adalah di 
terbitkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur informasi 
serta transaksi elektronik. 
Pasal yang menjadi pasal ampuh dalam Undang-Undang Informasi 
Dan Transaksi Elektronik ini adalah Pasal 28 ayat (2) yang mengatur tentang 
ujaran kebencian melalui media sosial maupun media elektronik lainnya. Dari 
semenjak Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik disahkan, 
sudah banyak pelanggar hukum yang terkena hukuman pidana karena 
melanggar pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi 
Elektronik tersebut. Salah satu contoh kasusnya adalah penghinaan-
penghinaan melalui media sosial yang ditujukan kepada kepala-kepala daerah, 
Kota Tegal dan Kota Brebes tidak luput akan kasus-kasus tersebut. Adapun 
salah satu kasus tersebut adalah penghinaan terhadap Walikota Tegal yang 
dilakukan oleh AS dan KR. Kasus itu bermula ketika AS dan KR memposting 
kalimat penghinaan di FB pribadinya berupa kalimat dalam bahasa tegal yang 
salah satunya berupa “Dong Wis 40 Dina Gurung Bisa Memaparkan Visi 
Misine Maring DPRD Tentang Mewujudkan PELAYANAN PRIMA, Siti 
Marsitha, Mirza di kon Sinau atau Magang Maring PL Bae Muk neng 
Karaokenan, Masalae Jarene PL Neng Tegal Wis Bisa Mewujudkan 
PELAYANAN PRIMA, Iya Muk, yang memiliki arti Kalau sudah 40 Hari 




PELAYANAN PRIMA, Siti Marshitha, Mirza suruh belajar ke Pemandu 
Lagu saja Muk (nama orang) di tempat karaoke katanya Pemandu Lagu sudah 
bisa mewujudkan PELAYANAN PRIMA, Iya Muk(nama orang)”. 
Atas temuan itu, salah seorang warga bernama Amir Mirza 
Hutagalung membuat laporan langsung ke Polda bernomor 
LP/B/311/X/2014/Jateng/Reskrimsus pada 2 September, terdakwa divonis 
hukuman 5 bulan penjara dan denda Rp.1.000.000,. (Satu Juta Rupiah) 
masing-masing terdakwa.3 
Namun demikian, problematika meluasnya pengguna media sosial dari 
setiap segi umur sehingga bukan hanya orang yang sudah cakap hukum saja 
yang dapat menggunakan media sosial, anak di bawah umur juga dapat 
menggunakannya dan menikmati fitur-fitur didalamnya untuk mencari 
ataupun menyebarkan informasi. Karena hal itu sekarang sudah semakin 
banyak terhitung kasus-kasus ujaran kebencian lewat media sosial serupa 
kasus-kasus diatas, hanya saja yang melakukan hal tersebut adalah seorang 
anak dibawah umur. Salah satu contoh yang masih hangat adalah 
pempublikasian vidio yang mengandung kebencian dan menjelekan lambang-
lambang negara, serta juga kasus-kasus lain yang terjadi sebelum itu.4 Hal 
tersebut cukup miris mengingat pelaku adalah anak dibawah umur, akan tetapi 
                                                          
3 Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor : 37/Pid.Sus/2014/PN Tgl. 
4 Endah Triastuti, et. al , Dampak Penggunaan  Media Sosial bagi Anak Dan Remaja,jakarta :  Pusat 




hukum tetaplah hukum, dibuat untuk membuat rasa kenyamanan dan 
keamanan bersama.5 
Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik mengkaji penelitian 
hukum dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA 
UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL OLEH ANAK 
DIBAWAH UMUR” 
B. Rumusan masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis 
mengambil pokok permasalahan sebagai berikut : 
1. Bagaimana dasar hukum tindak pidana ujaran kebencian melalui 
media sosial oleh anak dibawah umur ? 
2. Bagaimana pertangggung jawaban tindak pidana ujaran kebencian 
melalui media sosial yang dilakukan oleh anak? 
C. Tujuan penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang akan dicapai 
dalam penulisan ini adalah : 
1. Untuk mengetahui dasar hukum tindak pidana ujaran kebencian 
melalui media sosial oleh anak dibawah umur. 
                                                          





2. Untuk mengkaji pertangggungjawaban tindak pidana ujaran kebencian 
melalui media sosial yang dilakukan oleh anak. 
D. Manfaat Penelitian  
Penelitian ini dilakukan diharapkan untuk mampu menimbulkan manfaat 
bagi pembacanya, adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut : 
 
1. Manfaat Teoritis  
a. Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 
terhadap pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan terhadap 
hukum pidana pada khusunya serta dapat memberikan tambahan 
pengetahuan mengenai ujaran kebencian. 
b. Penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadikan tambahan refrensi, 
lInformasi dan Transaksi Elektronikrasi atau bahan-bahan informasi 
ilmiah dan acuan bagi penulisan hukum selanjutnya. 
 
2. Manfaat praktis 
a. Menjadi wadah bagi penulis umtuk mengembangkan penalaran, 
gagasan, dan membentuk pola pikir ilmiah dan dinamis ketika 
menrapkan ilmu yang diperoleh.  
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan 
tambahan pengetahuan terhadap pihak-pihak yang mmerlukan terkait 




E. Tinjauan pustaka 
1. Khudafah, Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial Ditinjau 
Dari Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan 
Nomor 45/PID.B/2012/PN.MR), pembahasan dalam penelitian ini adalah 
bagaimana landasan hukum pemberian sanksi tindak pidana ujaran 
kebencian di media sosial serta sanksi pidana terhadap pelaku ujaran 
kebencian yang dilakukan di media sosial menurut hukum pidana positif 
dan hukum pidana Islam.6 
2. Sutrisno Adi Gunawan, Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Ujaran 
Kebencian Berdasarkan Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik 
Indonesia Nomor: SE/06/X/2015, Pembahasan dalam penelitian ini adalah 
untuk mengetahui bagaimana penerapan Surat Edaran Kapolri Nomor: 
SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate speech) dan 
untuk mengetahui akibat hukumya.7 
Adapun yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian - 
penelitian yang dilakukan oleh penulis difokuskan pada ujaran kebencian 
yang dilakukan oleh anak. 
 
 
                                                          
6 http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42997/1/KHUDAEFAH-FSH.pdf diakses 
pada pukul jam 12.55 wib  tanggal 3 april 2021. 





F. Metode Penelitian 
Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan 
hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang 
dihadapi.8 Maka menurut penulis, metodologi penelitian merupakan prosedur 
dan teknik dalam penelitian yang dapat menganalisa permasalahan hukum 
yang sedang ditulis oleh penulis sehingga dapat dikemangkan secara optimal 
sesuai dengan metode penelitian demi tercapainya tujuan penlitian yang penlis 
rumuskan. 
1. Jenis penelitian 
Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian kepustakaan atau 
Library Research. Penelitian kepustakaan atau Library Research adalah 
penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan data sekunder, baik 
berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. 
2. Pendekatan penelitian  
Peneliti juga menggunakan pendekatan kajian normatif yaitu 
perundang-undangan (Statute Aprroach) Pendekatan ini di lakukakn 
dengan menggunakan semua undang-undang dan regulasi yang 
bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang di tangani dalam 
penulisan penelitian ini yang mendasar.  
3. Jenis dan sumber data penelitian 
                                                          




Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder. 
Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data 
kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. 
Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi 
melengkapi data yang diperlukan data primer9, data sekunder terdiri dari : 
a. Bahan hukum primer 
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
3) Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
4) Undang-Undang NRI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Anak.  
5) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 
Anak. 
6) Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan 
Transaksi Elektronik perubahaan atas Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. 
 
b. Bahan hukum sekunder 
Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum 
Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan tentang Informasi dan 
                                                          




Transasksi Elektronok, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu 
tentang Informasi dan Transasksi Elektronok dan artikel-artikel hukum 
yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penulisan ini.10 
4. Metode  pengumpulan Data 
Metode  pengumpulan  bahan hukum data dimaksudkan untuk 
memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Metode pengumpulan bahan 
hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penulisan 
hukum ini adalah studi dokumen(stdui kepustakaan). studi dokumen 
adalah salah satu alat pengumpulan bahan hukum yang dibutuhkan untuk 
menjawab rumusan masalah dalam suatu penelitian melalui bahan hukum 
tertulis.   
5. Metode Analisis Data 
Data yang telah dikumpulkan dianalisa secara deskriptif kualitatif, 
yaitu mengemukakan seluruh permasalahan yang ada dengan tepat dan 
sejelas-jelasnya. Kemudian penguraian tersebut ditarik kesimpulan secara 
deduktif, dimana suatu kesimpulan ditarik dari pernyataan yang bersifat 




                                                          
10 Bambang sunggono, op.cit, hlm 181 




G. Sistematika Penulisan Skripsi 
Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang sistematikan 
penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baku, serta agar mendapatkan 
suatu gambaran mengenai arah dan ruang lingkupnya, maka sistimatika 
skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, secara garis besarnya sebagai berikut : 
BAB I  PENDAHULUAN 
Pada awal bab ini penulis memberikan gambaran awal tentang 
penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan 
masalah, tujuan penelitian, maanfaat penelitian, tinjauan 
pustska dan metode peneitian seta sistematika penulisan dalam 
skripsi ini.  
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL 
 Dalam bab ini mengkaji tentang tinjauan teori tentang teori-
teori menurut para ahli, adapun teori-teori yang akan dibahas 
adalah Pertanggungjawaban, ujaran kebencian, media sosial, 
anak dibawah umur, Ruang lingkup tenteang anak. 
 
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 Bab ini menguraikan pembahasan berdasarkan rumusan 
masalah yang ada yaitu dasar hukum tindak pidana ujaran 




pertangggung jawaban tindak pidana ujaran kebencian melalui 
media sosial yang dilakukan oleh anak. 
BAB IV PENUTUP 
 Dalam bab ini akan diuraikan simpulan berdasarkan analisis 
data yang dilakukan sebagai jawaban atas permasalahan yang 
telah dirumuskan dan juga diuraikan mengenai saran-saran 








A. Pertanggung jawaban 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah 
kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, 
dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah 
suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan 
kepadanya.12 Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas 
konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan 
etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.13 Selanjutnya menurut Titik 
Triwulan pertanggung jawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang 
menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain 
sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk 
memberi pertanggung jawabannya.14 Menurut hukum perdata dasar 
pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. 
Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan 
(lilability without based on fault) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang 
dikenal (lilability without fault) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau 
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tanggung jawab mutlak (strick liabiliy).15 Prinsip dasar pertanggung jawaban atas 
dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab 
karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip 
tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi 
melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko 
usahanya. 
Menurut undang-undang No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana 
anak, maka anak yang melakukan ujaran kebencian dalam hal ini : 
1. Aparat penegak hukum khususnya penyidik kepolisian agar dapat 
meningkatkan pengetahuan tentang aturan-aturan yang ada dalam 
menangani kasus anak. Terlebih dalam penjatuhan sanksi agar lebih 
mengupayakan diversi dibanding sanksi pidana melalui 
kewenangan diskresi yang dimiliki oleh kepolisian. 
2. Diharapkan agar hakim dalam memutus perkara anak harus 
mempertimbangkan keadaan psikologis anak terhadap dampak yang 
ditimbulkan selama proses peradilan dan mengupayakan untuk 
dilakukan diversi di tingkat pengadilan. 
                                                          




3. Pemerintah menyediakan sarana dan prasarana yang menyangkut 
penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, seperti lembaga 
sosial yang bergerak di bidang pendidikan dan pelatihan kerja.16 
Ujaran kebencian (Hate speech) 
Pengertian Ujaran Kebencian (Hate speech) Ujaran Kebencian (Hate 
speech) dapat didefinisikan sebagai ucapan dan/atau tulisan yang dibuat 
seseorang di muka umum untuk tujuan menyebarkan dan menyulut 
kebencian sebuah kelompok terhadap kelompok lain yang berbeda baik 
karena ras, agama, keyakinan, gender, etnisitas, kecacatan, dan orientasi 
seksual.17 Ujaran Kebencian (Hate speech) dalam arti hukum yaitu tindakan 
komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu maupun kelompok dalam 
bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok 
yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, 
kewarganegaraan, agama dan lain-lain. Ujaran Kebencian (Hate speech) 
adalah istilah yang berkaitan erat dengan minoritas dan masyarakat asli, 
yang menimppa suatu komunitas tertentu dan dapat menyebabkan mereka 
sangat menderita, sementara orang yang lain tidak peduli. Ujaran kebencian 
berbeda dengan ujaran-ujaran pada umumnya, walaupun didalam Ujaran 
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Kebencian (Hate speech) tersebut mengandung kebencian, menyerang dan 
berkobar-kobar. Perbedaan ini terletak pada niat dari suatu ujaran yang 
memang dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara 
langsung (aktual) ataupun tidak langsung (berhenti pada niat). Jika ujaran 
yang disampaikan dengan berkobar-kobar dan bersemangat itu ternyata 
dapat mendorong para audiensnya untuk melakukan kekerasan atau 
menyakiti orang atau kelompok lain, maka pada posisi itu pula suatu hasutan 
kebencian itu berhasil dilakukan.18 
Bentuk-Bentuk Ujaran Kebencian (Hate speech) Bentuk-bentuk 
Ujaran Kebencian (Hate speech) dapat berupa tindak pidana yang diatur 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana 
lainnya di luar KUHP, antara lain : 
a. Penghinaan Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul 
Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-
Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal dalam penjelasan Pasal 
310 KUHP, menerangkan bahwa: Menghina adalah Menyerang 
kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang ini 
biasanya merasa malu.19 Objek penghinaan adalah berupa rasa 
harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai 
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nama baik orang baik bersifat individual ataupun komunal 
(kelompok). 
b. Pencemaran nama baik Pengertian Pencemaran Nama Baik 
dalam KUHP dikenal juga pencemaran nama baik (defamation) 
ialah tindakan mencemarkan nama baik atau kehormatan 
seseorang melalui cara menyatakan sesuatu baik secara lisan 
maupun tulisan.20 
c. Penistaan Penistaan adalah suatu perkataan, perilaku, tulisan, 
ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu 
terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari 
pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan 
tersebut, sedangkan menurut Pasal 310 ayat (1) KUHP Penistaan 
adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara menuduh 
seseorang ataupun kelompok telah melakukan perbuatan tertentu 
dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang 
banyak). Perbuatan yang di tuduhkan itu tidak perlu suatu 
perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, 
berzina dan sebagainya. Cukup dengan perbuatan biasa, sudah 
tentu suatu perbuatan yang memalukan.21 Sedangkan Penistaan 
dengan surat diatur di dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP. 
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Sebagaimana dijelaskan, apabila tuduhan tersebut dilakukan 
dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu 
dinamakan menista dengan surat. Jadi seseorang dapat dituntut 
menurut Pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan 
dengan surat atau gambar. 
d. Perbuatan Tidak Menyenangkan Suatu perlakuan yang 
menyinggung perasaan orang lain. Sedangkan di dalam KUHP 
Perbuatan Tidak Menyenangkan di atur pada Pasal 335 ayat (1). 
Pasal 335 ayat (1): Diancam dengan pidana penjara paling lama 
satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus 
rupiah. 
1) Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain 
supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan 
sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain 
maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai 
ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun 
perlakuan tak menyenangkan, baik terhadap orang itu 




2) Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak 
melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman 
pencemaran atau pencemaran tertulis.22 
e. Memprovokasi Menurut KBBI Memprovokasi artinya adalah 
suatu perbuatan yang dilakukan untuk membangkitkan 
kemarahan dengan cara menghasut, Memancing amarah, 
kejengkelan dan membuat orang yang terhasut mempunyai 
pikiran negatif dan emosi. 
f. Menghasut Menurut R.Soesilo Menghasut artinya mendorong, 
mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang 
supaya berbuat sesuatu. Dalam kata“menghasut” tersimpul sifat 
”dengan sengaja”. Menghasut itu lebih keras daripada “memikat” 
atau “membujuk” akan tetapi bukan “memaksa”. Pidana yang 
mengatur tentang hasutan atau menghasut di atur di Pasal 160 
KUHP. 
g. Menyebarkan Berita Bohong Menyebarkan berita bohong yaitu 
menyiarkan berita atau kabar dimana ternyata kabar yang 
disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai 
kabar bohong tidak saja memberitahukan suatu kabar kosong, 
akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul suatu kejadian. 
Semua tindakan diatas memiliki tujuan atau bisa berdampak 
                                                          




pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa 
dan/atau konflik sosial.23 
 
B. Media Sosial 
Perkembangan teknologi informasi membawa sebuah perubahan dalam 
masyarakat. Lahirnya media sosial menjadikan pola perilaku masyarakat 
mengalami pergeseran baik budaya, etikan dan norma yang ada. Indonesia 
dengan jumlah penduduk yang besar dengan berbagai kultur suku, ras dan agama 
yang beraneka ragam memiliki banyak sekali potensi perubahan sosial. Dari 
berbagai kalangan dan usia hampir semua masyarakat Indonesia memiliki dan 
menggunakan media sosial sebagai salah satu sarana guna memperoleh dan 
menyampaikan informasi ke publik. Oleh sebab itu penelitian ini memiliki 
rumusan masalah sebagai berikut: apa pengertian media sosial, apa dampak 
media sosial terhadap masyarakat di Indonesia dan apa pengaruh media sosial 
terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia.  Metode penelitian yang 
digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis 
penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap / eksplorasi dan 
klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial.24 
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Definisi media sosial yaitu suatu komunitas online untuk membagi 
informasi, ide, pendapat, pesan, dan video antar sesama penggunanya. Pengertian 
lain media sosial yaitu aplikasi atau website yang dapat digunakan penggunanya 
untuk menciptakan dan menyebarkan konten kepada jejaring sosial (misalnya 
teman, pengikut, dan sebagainya) yang dibangun untuk dirinya sendiri. Bentuk 
media sosial sangatlah bermacam-macam. Jejaring sosial adalah bentuk prototipe 
dari media sosial. Bentuk media sosial tidak hanya mencakup jejaring sosial, 
melainkan juga mencakup kategori media sharing, social news, dan kolaborasi 
konten lainnya. Penggunaan istilah media sosial sering bertumpang tindih 
dengan jejaring sosial atau cakupan media sosial yang lain. Hal ini dikarenakan 
situs-situs media sosial tidak hanya terdiri dari satu jenis kategori seperti jejaring 
sosial saja, namun juga mencantumkan kategori lainnya.  
Adanya media sosial  telah mempengaruhi kehidupan sosial dalam 
masyarakat. Perubahan - perubahan dalam hubungan sosial (social relationships) 
atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (equilibrium) hubungan sosial 
dan segala bentuk perubahan - perubahan  pada lembaga - lembaga 
kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem 
sosialnya, termasuk didalamnya nilai - nilai,  sikap  dan  pola perilaku diantara 
kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perubahan sosial positif seperti 
kemudahan memperoleh dan menyampaikan informasi, memperoleh keuntungan 
secara sosial dan ekonomi. Sedangkan perubahan sosial yang cenderung negatif 




suku dan pola perilaku tertentu yang terkadang menyimpang dari norma -  norma 
yang ada. 
Contohnya yaitu situs seperti youtube, flickr, ataupun instagram, selain 
menjadi media sharing untuk video atau gambar, juga menjadi jejaring sosial 
dikarenakan memiliki fitur seperti profil, komentar, dan feedback. 
C. Anak dibawah umur 
 Pengertian Anak dan Batas Usia 
Menurut pengetahuan umum, yang diartikan dengan anak di bawah umur 
adalah seorang yang belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud 
merupakan pengertian yang sering kali di jadikan pedoman dalam mengkaji berbagai 
persoalan tentang anak. Dikemukakan oleh TerHaar bahwa saat seseorang menjadi 
dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin, 
meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain 
sebagai laki-bini muda merupakan keluarga yang berdiri sendiri.25 Undang-undang 
No 1 tahun 1974 telah memberikan tiga kriteria usia, yang meliputi: 
a. Usia syarat kawin yaitu 19 tahun dan wanita 16 tahun. 
b. Usia ijin kawin dimana bagi mereka yang akan menikah dibawah usia 21 
tahun harus ada ijin dari orang tua.  
c.  Usia dewasa yaitu 18 tahun atau telah kawin. 
Anak Dalam hukum positif Indonesia, anak diartikan sebagai orang yang 
belum dewasa ataupun orang yang belum mencapai usia tertentu yang 
                                                          





ditetapkan Undang-undang sebagai batasan usia dewasa. pengertian anak pun 
berbeda-beda pada setiap peraturan di Indonesia. Anak adalah amanah 
sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita ja karena 
dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hakhak sebagai manusia yang 
harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak 
adalah masa depan bangsa generasi enerus cita-cita bangsa, sehingga anak 
berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta 
berhak atas perlindungan atas perlindungan dari tindak kekerasan, 
diskriminasi, serta kebebasan. Beberapa sarjana mencoba memberikan 
pengertian mengenai anak, yakni anak adalah keadaan manusia normal yang 
masih muda dan sedang menentukan identitas serta sangat labil jiwanya 
sehingga sangat mudah kena pengaruh lingkungan.26 
Lilik Mulyadi berpendapat ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian 
anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang 
belum dewasa (minderjaiglperson under age),orang dibawah umur atau 
keadaan dibawah umur (minderjarigheicUinferiority), atau kerap juga disebut 
sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (minderjarige ondervoordij). 27 
Beberapa negara sendiri memberi definisi seorang dikatakan sebagai 
anak atau dewasa dapat dilihat dari umur dan aktifitas kemampuan berfikirnya. 
Perbedaan pengertian anakpada setiap negara, dikarenakan perkembangan pola 
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pikir dan pengaruh sosial pada setiap negara berbeda - beda. Aktifitas sosial 
dan budaya serta perekonomian negara sangat berpengaruh terhadap tingkat 
kedewasaan seorang anak. Pembatasan anak dari segi umur tidaklah selmanaya 
tepat, hal ini karena kondisi umur seorang jika dihubungkan dengan 
kedewasaan akan menjadi sesuatu yang bersifat semudan relatif. Kenyataanya 
ada anak yang dari segi umur dia telah dewasa, namun dari segi kemampuan 
masih terbatas. Sejalan dengan pemahaman mengenai anak, maka masa kanak 
- kanak adalah suatu periode dimana manusia sedang mengalami perubahan 
karena proses perkembangan. Perkembangan dimengerti sebagai proses 
pertumbunhan biologis dan perkembangan kemampuan emosional psikologis 
serta kemampuan sosial menuju ke pematangan. Pemahaman terhadap masa 
kanak - kanak sebagai periode perkembangan yang paling cepat dan paling 
berpengaruh karena dalam perkembangan dimasa ini dapat berakibat jangka 
panjang atau tidak dapat diperbaiki lagi.28 
Anak dan masa kanak - kanak perlu diperhatikan karena alasan yang 
sangat mendasar. Anak adalah sebagai cikal - bakal dan modal budaya dan 
penerus bangsa. Suatu komunitas akan lenyap jika anak - anak usia dini tidak 
tumbuh dan berkembang. Tindakan yang mengakibatkan hal itu dipandang 
sebagai kejahatan hak - hak asasi manusisa yang paling serius dan akan 
membawa konsekuensi yang sangat serius pula. Anak mempunyai ciri dan 
karateristik tersendiri, sehingga harus diberlakukan secara berbeda, 
                                                          




memperhatikan hak - haknya, kelangsungan hidupnya kelak di masa depan, 
dan juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak tersebut. 
Pasal 59 Undang - undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
telah mengatur perlindungan khusus yang dapat diberikan terhadap anak yang 










HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A.  Dasar Hukum Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial 
Oleh Anak Dibawah Umur. 
 Perkembangan teknologi memberikan dampak positif dan negatif bagi 
manusia. Disatu sisi memudahkan pekerjaan manusia, namun di sisi lain dapat 
dengan mudah dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk 
melakukan kejahatan seperti penipuan, cyber crime, atau bahkan melakukan 
Ujaran kebencian atau dasar kebagsaan, ras, atau agama dengan ujaran untuk 
melakukan diskriminasi. Jawaban yang pasti adalah menghadapi 
perkembangan teknologi ini dari segala sisinya, baik dengan memperbaiki 
mental, menata politik yang lebih etis, hingga membuat regulasi atau hukum 
yang mampu menangkal dan meminta pertanggungjawaban dari orang yang 
melakukan tindakan ujaran kebencian atas dasar agama atau pedoman agama.  
Permasalahan hukum yang sering kali dihadapi adalah ketika terkait 
dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau data secara elektronik, 
khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan 
hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.Sebagai akibat dari 
perkembangan yang demikian, maka lambat laun, teknologi informasi dengan 




secara global.29 Perkembangan teknologi tidak hanya berupa memberikan 
dampak positif saja, namun juga memberikan dampak negatif, tindak pidana 
penghinaan atau ujaran kebencian dan/atau penghinaan, serta penyebaran 
informasi di media sosial yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian 
atau permusuhan antar individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu 
berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Tindak pidana 
tersebut selain menimbulkan dampak yang tidak baik juga dapat merugikan 
korban dalam hal pencemaran nama baik, dengan modus operasi menghina 
korban dengan menggunakan kata-kata maupun gambar yang memiliki meme-
memekata yang menghina dengan ujaran kebencian. Sehingga dalam kasus ini 
diperlukan adanya ketegasan pada tindak pidana tersebut dalam melawan dan 
meregulasi ujaran kebencian yang mana cukup tingginya dan fatal dari akibat 
yang di timbulkan oleh fenomena tersebut baik secara mental. Sosiologis, dan 
verbal sebagai akibat dari ujaran kebencian tersebut. Oleh karna ituagar tidak 
terjadi kesalahpahaman yangakhirnya merugikan masyarakat terdapat berbagai 
regulasi yang mengatur tentang fenomena tersebut yakni Dengan UU No.11 
Tahun 2008 pasal 27 ayat (3) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang 
menyebutkan: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan 
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dan/atau pencemaran nama baik”30 juga pada amandemen Undang-Undang 
No. 19 Tahun 2016 pasal 28 ayat (1) tentang Undang-Undang Informasi dan 
Transaksi Elektronik yang menyebutkan: “setiap orang dengan sengaja, dan 
tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan sehingga 
mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”, dan pada ayat 
(2) menjelaskan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak 
menyebarkan informasi yang di tujukan untuk menimbulkan rasa kebencian 
atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan 
atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)” begitu pun dalam istilah 
tindak pidana penghinaan yang tercantum di dalam pasal 310 KUHP ayat (1) 
berbunyi: Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang 
dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang 
nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman 
penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya 
Rp.4.500 Dikatakan sebagai suatu istilah umum dalam menggambarkan tindak 
pidana terhadap kehormatan. 
Tindak pidana kehormatan inimenurut hukum pidana terdiri dari empat 
bentuk yakni : 
1. Menista secara lisan 
2. Menista secara tertulis  
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3.  Fitnah 
4.  Penghinaan ringan31 
Kepolisian Polisi Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran 
Kapolri bernomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate 
Speech) pada tahun 2015 lalu. Surat edaran tersebut merangkai berbagai aturan 
terkait dengan ujaran kebencian yang diatur dalam perundang-undangan. Hal 
ini tentu saja terkait dengan semakin maraknya orang-orang menulis kebencian 
terhadap orang lain di media sosial dan lupa bahwa itu merupakan tindak 
pidana. Dengan surat edaran tersebut, dimaksudkan bahwa anggota Polri dapat 
mengerti dan memahami langkah yang harus diambil ketika ada kasus ujaran 
kebencian yang terjadi di masyarakat. Sehingga bisa segera dicegah agar tak 
timbul pertikaian. Jika ada pertikaian, dikedepankan perdamaian pada mereka 
yang bertikai. Tapi jika tak bisa didamaikan, maka terpaksa diambil langkah 
hukum. Surat Edaran tersebut adalah panduan, tentang wujud uja-ran 
kebencian, kasus apa dan apa dasar hukumnya. Aturan yang diacu pada Surat 
Edaran tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU 
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika, dan UU 
Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Surat 
edaran tersebut tidak membuat tindak pidana baru yang bernama ujaran 
kebencian (hatespeech) melainkan hanya menggolongkan tindak pidana yang 
diatur da-lam peraturan perundang - undangan sebelumnya. Hal itu untuk 
                                                          




memudahkan para anggota kepolisian dalam menangani perbuatan pidana 
yang terkait dengan ujaran kebencian.The Camden Principles ini bisa menjadi 
panduan untuk penerapan dan pengaturan larangan ujaran kebencian, untuk 
mencegah penerapan dan pengaturan larangan ujaran kebencian tersebut yang 
mengakibatkan me-langgar HAM terutama kebebasan berpenda-pat/ekspresi. 
PBB sendiri sudah membuat panduan untuk penerapan aturan larangan ujaran 
kebencian, yang antara lain memuat hal, yaitu sebagai berikut:32 
1. Harus ada maksud jahat secara umum (public intent) dari ujaran 
kebencian tersebut yang mengakibatkan yang mengakibatkan kekerasan, 
diskriminasi dan permusuhan. 
2. Pembatasan atas kebebasan berekspresi harus jelas, didefinisikan secara 
sempit dan diatur oleh hukum. Kemudian pembatasan itu memang 
diperlukan dan proporsional terhadap tujuan pembatasan tersebut. 
3. Pembatasan itu tidak boleh membahayakan pelaksanaan hak itu sendiri, 
dan merupakan tindakan paling akhir. 
4. Pengadilan independen dan imparsial lah yang berwenang mengadili 
pembatasan atas kebebasan berekspresi.  
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Penegakan hukum atas dugaan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian 
berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran 
Kebencian (Hate Speech) mengacu pada ketentuan. 
1. KUHPidana 
a. Pasal 156 KUHP, yang berbunyi : 
(1) Barang siapa di rnuka umum menyatakan perasaan 
permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau 
beherapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana 
penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling 
banyak empat ribu lima ratus rupiah. 
b. Pasal 157 KUHP, yang berbunyi : 
1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau 
menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya 
mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau 
penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat 
Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketuhui atau lebih 
diketahui oleh umum, diancam dcngan pidana penjara paling 
lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling hanyak 
empat rupiah lima ratus rupiah.  
2)  Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut padu waktu 
menjalankan pencariannya dan pada saat, itu belum lewat lima 




semacam itu juga, yang bersangkutan dapat di- larang 
menjalankan pencarian tersebut. 
c. Pasal 310 KUHP, yang berbunyi : 
1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik 
seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya 
terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena 
pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan 
bulan  atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus 
rupiah.  
2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang 
disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, 
maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana 
penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda 
paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.  
3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika 
perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena 
terpaksa untuk membela diri. 
d. Pasal 311 KUHP, yang berbunyi : 
1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran 
tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan  itu 
benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan 




melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat 
 tahun. 
2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 3 dapat 
dijatuhkan. 
e. Undang - undang ITE  
Pasal 28 ayat jis. (2).  Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi :33 
       Pasal 28  
1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan 
berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian 
konsumen dalam Transaksi Elektronik. 
2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan 
informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian 
atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat 
tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan 
(SARA). 
     Pasal 45  
1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 27 ayat (1),ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)tahun 
                                                          




dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah). 
Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan 
Diskriminasi Ras dan Etnis, yang berbunyi : 
1) Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian 
atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras 
dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 
1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).34 
Kasus-kasus yang sekarang banyak terjadi, menggunakan media 
sosial. Seperti facebook, twitter, instagram dan media so-sial 
lainnya. Media social tersebut memang akun pribadi, tetapi dapat 
dilihat oleh seluruh masyarakat di dunia maya dalam hitungan 
detik selepas dia mengunggah konten atau pun menulis status yang 
mengarah pada ujaran kebencian. Oleh karena itu, Muhammad 
Iqbal Ahnaf dan Suhadi menguraikan empat alasan kenapa ujaran 
kebencian tidak hanya berbahaya bagi ke eksistensi antar kelompok 
                                                          




identitas tetapi juga berbahaya bagi demokrasi itu sendiri, yaitu 
sebagai berikut:35 
a. Ujaran kebencian pada dasarnya adalah intimidasi dan 
pembatasan terhadap kebebasan berbicara karena ujaran 
kebencian memperkuat situasi sosial yang menghambat 
partisipasi bebas warga Negara dalam demokrasi. 
b. Ujaran kebencian berperan penting dalam  terciptanya 
polarisasi sosial berdasarkan kelompok identitas. Dalam 
masyarakat yang sangat plural seperti Indonesia identitas 
menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan individu 
dan kelompok. 
c. Ujaran kebencian tidak hanya dimaksudkan untuk menciptakan 
wacana permusuhan, menyemai benih intoleransi atau melukai 
perasaan terhadap kelompok identitas lain, tetapi juga telah 
menjadi alat mobilisasi atau rekrutmen oleh kelompok-
kelompok garis keras 
d. Ujaran kebencian mempunyai kaitan baik secara langsung dan 
tidak langsung dengan terjadinya diskriminasi dan kekerasan. 
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Hal ini banyak terjadi terutama dalam situasi konflik dan 
pertarungan politik seperti pemilu. Masyarakat yang merasa 
termiskinkan atau termajinalkan bisa menjadi lebih mudah 
dimobilisasi dalam melakukan kekerasan ketika retorika 
kebencian berdasarkan sentiment identitas digunakan.  
Problem dasar yang dialami masyarakat saat ini adalah belum 
adanya pemahaman tentang bagaimana menggunakan media sosial dan 
mengambil sisi positifnya, serta bagaimana menghindari dampak 
negatifnya. Media sosial seolah-olah membawa masyarakat ke wilayah 
luas dan hampir tanpa batas dalam berkomunikasi. Kondisi yang tanpa 
tatap muka namun cepat mengantarkan pesan ini kemudian 
berkembang pesat dan bahkan liar karena sulit disensor. Kondisi 
inikemudian dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung 
jawab guna menebarkan ujaran kebencian untuk menyerang orang lain 
demi kepentingan diri dan/atau kelompoknya.  
Kemunculan media sosial bukan saja menjadi sarana yang 
mudah untuk menghubungkan antar manusia, namun juga 
mengakibatkan semakin mudah tersebarnya ujaran kebencian. Masalah 
ujaran kebencian mungkin tidak pernah dibayangkan oleh ilmuwan 
dan pakar pencipta media social karena media sosial pada prinsipnya 




berbagai belahan dunia. Dari sudut pandang sosiologi, media sosial 
telah mempengaruhi tata cara manusia bersosialisasi, berteman, dan 
berinteraksi.36 Oleh karena itu diperlukan adanya pendidikan bagi 
masyarakat terhadap penggunaan media sosial yang dapat 
menimbulkan perpecahan.  
Ujaran kebencian sering dikaitkan dengan penodaan agama. Hal 
ini wajar, karena salah satu aspek dari ujarna kebencian adalah agama. 
Oleh karenanya ada sebutan delik agama. Istilah delik agama dapat 
mengandung berbagai pengertian, yaitu delik menurut agama, delik 
terhadap agama dan delik yang berhubungan dengan agama.37 Delik 
terhadap agama terdapat dalam pasal 156a yaitu penodaan agama dan 
melakukan perbuatan agar orang tidak menganut agama. Termasuk 
juga penghinaan terhadap golongan/penganut agama; dikenal dengan 
istilah group libel.38Penambahan pasal 156a itu ke dalam KUHP 
berdasarkan Pasal 4 UU No. 1/PNPS/ 1965 tertanggal 27 Januari 1965 
(semula berbentuk perpres). Dilihat dari redaksi ditujukan terhadap 
agama, bukan pada terganggunya perasaan agama atau ketertiban 
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masyarakat pada umumnya.39 Sehubungan dengan adanya asal 156a 
KUHPidana di atas, dapat kiranya diambil pendapat bahwa dilihat dari 
statusnya atau penempatannya dalam Bab V (Kejahatan terhadap 
Ketertiban Umum), Pasal 156a itu termasuk delik terhadap ketertiban 
umum dan dilihat dari penjelasannya, bermaksud melindungi 
ketentraman orang beragama. Jadi yang akan dilindungi rasa 
ketentraman orang beragama yang dapat membahayakan ketertiban 
umum. agama itu an sich tidak menjadi objek perlindungan.40Namun 
dilihat secara letter-lijk (redaksional/tekstual), penodaan agama 
menurut Pasal 156a sudah dapat dipidana tanpa harus mengganggu 
ketentraman orang beragama dan tanpa mengganggu/membahayakan 
ketertiban umum; bahkan sekalipun dilakukan di muka umum di 
hadapan orang-orang yang tidak beragama. Setiap pernyataan yang 
bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama adalah 
tindak pidana.41 Oleh karena itu, maka segala pernyataan yang keluar 
dan mengakibatkan permusuhan dan menimbulkan fitnah di 
masyarakat merupakan kategori tindak pidana 
Persoalan ujaran kebencian semakin mendapatkan perhatian 
masyarakat baik nasional maupun internasional seiring dengan 
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semakin meningkatnya  kepedulian terhadap perlindungan hak asasi 
manusia (HAM), karenanya tidak heran jika Kapolri mengeluarkan 
surat edaran tersebut. Potensi terbesar dan  merupakan sumber terbesar 
pemicu ujaran kebencian (hate speech) yaitu melalui media sosial 
seperti twitter, facebook, instagram, dan blog-blog independent, yang 
keberadaanya merupakan inovasi terbesar pada awal abad 21 ini. 
Media sosial tidakhanya sebagai media penghubung dan berbagi, 
media sosial juga mampu melakukan sebuah perubahan besar yang 
sering digunakan dalam bidang politik dan bidang yang lainnya.  
B. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media 
Sosial Oleh Anak Dibawah Umur. 
Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan 
penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut 
bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Pemahaman 
terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada 
sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga 
kadang-kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, malah yang lebih 
fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak 




ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, 
hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus.42 
Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa anak yang berkonflik dengan 
hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak 
pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang yang telah 
berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan 
tindak pidana; Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 
(delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau 
kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; Anak yang menjadi saksi 
adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat 
memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat 
penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana 
yang didengar, dilihat dan atau dialami. 
Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 
tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 
18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang 
anak (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak). 
Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau 
diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing 
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kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkanan kepada orang 
tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan 
pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial 
yang menangani bidang kesejateraan sosial (Pasal 21 Undang Undang Nomor 
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo, Pasal 67 Peraturan 
Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan 
Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun). Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah 
memenuhi seluruh Prinsip-Prinsip yang menjadi dasar pengujian, yaitu Prinsip 
NKRI, Prinsip Keadilan, Prinsip Demokrasi, Prinsip Kepastian Hukum dan 
Prinsip Pencegahan Korupsi. Pada beberapa Prinsip terdapat indikator yang 
tidak terpenuhi tetapi tidak bertentangan dengan indikator yang ada yaitu 
indikator :  
1. Adanya aturan yang jelas tentang pembatasan pengaruh asing dalam 
  bidang politik, hukum, keamanan dan pemerintahan (Prinsip NKRI). 
2. Adanya aturan yang jelas tentang pembatasan hak dan kewajiban  
  individu dan korporasi dalam bidang politik, hukum, keamanan dan 
  pemerintahan (Prinsip NKRI). 
3. Adanya aturan yang jelas yang menjamin pola pembangunan bidang 
  politik, hukum, keamanan dan pemerintahan yang sesuai dengan  




4. Adanya aturan yang jelas tentang keterlibatan masyarakat hukum  
  adat, masyarakat lokal, perempuan dan masyarakat marginal lainnya 
  (Prinsip Keadilan). 
Ketidak terpenuhan indikator di atas bukan berarti pengaturan yang 
terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut melanggar 
indikator yang ada, melainkan karena karakteristik materi muatan yang 
tertuang dalam undang-undang tersebut memang tidak memerlukan 
pengaturan sebagaimana tertuang dalam indikator di atas dan berdasarkan 
hasil analisis dan evaluasi terhadap keseluruhan pasal yang ada tidak terdapat 
materi muatan yang bertentangan dengan indikator di atas. 
Pasal 4 
1) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak : 
a. mendapat pengurangan masa pidana 
b. memperoleh asimilasi 
c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga 
d. memperoleh pembebasan bersyarat 
e. memperoleh cuti menjelang bebas 
f. memperoleh cuti bersyarat 
g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-




2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang 
memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
Pasal 7 
1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di 
pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. 
2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal 
tindak pidana yang dilakukan :  
a. Diancam dengan pidana penjaradi bawah 7 (tujuh) tahun 
b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana. 
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak pasal 1 angka 1 mengatakan, anak adalah seseorang yang 
belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 
kandungan. Selanjutnya dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 
Tentang sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal 1 disebutkan: angka 2: 
anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan 
hukum, anak yang menjadi tindak pidana anak, dan anak yang menjadi saksi 
tindak pidana; angka 3: anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya 
disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi 
belum berumur 18 (delapan belas) yang diduga melakukan tindak pidana. 




umur, kami asumsikan bahwa usianya dibawah 18 (delapan belas) tahun, kami 
akan coba menjawab apakah anak dapat dipidana atau tidak sesuai dengan 
aturan yang ada. Undang-Undang yang digunakan dalam hal pidana anak 
adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak (SPPA). Dalam hal pidana anak dikenal dengan istilah diversi 
yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke 
proses di luar peradilan pidana. Diversi dapat dilakukan atas persetujuan 
korban dan ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh tahun) dan bukan 
merupakan pengulangan pidana (UU SPPA pasal 7 ayat 2), tetapi apabila 
korban tidak menghendaki diversi maka proses hukumnya akan terus 
berlanjut. Hasil Kesepakatan Diversi dapat berbentuk (pasal 11): perdamaian 
dengan atau tanpa ganti rugi; penyerahan kembali kepada orang tua/wali; 
keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau 
LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat. pasal 20 
disebutkan dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap 
berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah 
Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, 
tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke 
sidang anak. pasal 21 ayat 1 dijelaskan bahwa dalam hal Anak belum berumur 
12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, 
penyidik, pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional 




atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan 
pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani 
bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 
6 (enam) bulan. pasal 32 menjelaskan bahwa penahanan terhadap anak tidak 
boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan 
atau lembaga bahwa anak tidak melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau 
merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. 
Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai 
berikut: 
1. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih. 
2. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 
(tujuh) tahun atau lebih. pasal 69 ayat 1 menjelaskan bahwa anak hanya 
dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan 
dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Ayat 2 
menjelaskaskan bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun 
hanya dapat dikenai tindakan. pasal 70 menjelaskan bahwa ringannya 
perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan 
perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar 
pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan 
tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. 
Dari uraian diatas dapat kami ambil beberapa kesimpulan usia anak, 




pertimbangan bahwa anak tersebut dipidana atau tidak. Kasus anak 
biasanya bisa dilakukan penyelesaian dengan DIversi terlebih dahulu 
tetapi juga melihat ancaman hukumannya kalau menurut UU SPPA 
ancaman hukumannya dibawah 7 (tujuh) tahun. Karena penanya juga 
tidak menanyakan kasusnya apa dan anak yang dimaksud usianya 
berapa, maka dari uraian diatas kami kira cukup untuk mewakili kasus 
hukum anak sampai usia sebelum 18 (delapan belas) tahun.43 
 Undang-undang ini telah memenuhi seluruh Prinsip - Prinsip yang 
menjadi dasar pengujian, yaitu Prinsip NKRI, Prinsip Keadilan, Prinsip 
Demokrasi, Prinsip Kepastian Hukum dan Prinsip Pencegahan Korupsi. Pada 
beberapa Prinsip terdapat indikator yang tidak terpenuhi tetapi tidak 
bertentangan dengan indikator yang ada yaitu indikator :  
1. Adanya aturan yang jelas tentang pembatasan hak dan kewajiban individu 
dan korporasi dalam bidang politik, hukum, keamanan dan  pemerintahan 
(Prinsip NKRI). 
2. Adanya aturan yang jelas yang menjamin pola pembangunan bidang 
politik, hukum, keamanan dan pemerintahan yang sesuai dengan generasi 
kini dan akan dating (Prinsip Keadilan). 
 
 
                                                          




3. Adanya aturan yang jelas tentang keterlibatan masyarakat hukum adat, 
masyarakat lokal, perempuan dan masyarakat marginal lainnya (Prinsip 
Keadilan). 
4. Adanya aturan yang jelas yang mewajibkan diperhatikannya prinsip 
kehati-hatian dalam setiap perbuatan pemerintah (Prinsip Demokrasi). 
5. Adanya aturan yang mengatur kewajiban menghitung dampak negative 
yang akan muncul dalam setiap perbuatan pemerintah (Prinsip 
Demokrasi). 
6. Adanya aturan yang jelas tentang akses informasi public (Prinsip 
Demokrasi). 
7. Adanya aturan yang menjaminpeluang yang sama bagi setiap orang untuk 
memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan 
secara logis (Prinsip Demokrasi). 
8. Adanya pembentukan aturan perundang-undangan di bidang politik, 
hukum, keamanan dan pemerintahan yang berdasarkan kajian ilmiah 
(scientific based) (Prinsip Kepastian Hukum). 
9. Adanya penyataan yang jelas terkait mekanisme pencegahan korupsi 
seperti transparansi dan akuntabilitas (Prinsip Pencegahan Korupsi) 
10. Adanya aturan yang jelas mengenai pencegahan korupsi (Prinsip 
Pencegahan Korupsi). 
Ketidak terpenuhan indikator di atas bukan berarti pengaturan yang 




indikator yang ada, melainkan karena karakteristik materi muatan yang 
tertuang dalam undang-undang tersebut memang tidak memerlukan 
pengaturan sebagaimana tertuang dalam indikator di atas dan berdasarkan 
hasil analisis dan evaluasi terhadap keseluruhan pasal yang ada tidak terdapat 
materi muatan yang bertentangan dengan indikator di atas. 
Pada Pasal 74 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan 
mengenai pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga 
lainnya yang sejenis. Namun pembentukan tersebut diawali dengan frasa 
“dalam hal diperlukan”. Kata dalam hal diperlukan bersifat tidak pasti, dan 
dari hasil analisa tidak ditemukan penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini 
serta tidak adanya amanat untuk membentuk ketentuan lebih lanjut dari 
penormaan di atas.Ketentuan tersebut juga memberi kewenangan bagi Pemda 
untuk membentuk KPA di daerah dan lembaga lain yang sejenis, hal ini 
berpotensi menimbulkan persoalan : 
− Frasa “lembaga lainnya membuka kemungkinan pemda untuk membentuk 
lembaga-lembaga baru diluar “Komisi perlindungan Anak” 
− Kemudian terhadap pola kerja antara lembaga bentukan Pemda dengan 
KPAI yang bersifat nasional. Perlunyajuga memperhatikan beban 
anggaran dari pembentukan lembaga tersebut, karena Pemda melalui 
dinas - dinas terkait seharusnya dapat melakukan optimalisasi fungsi , 
karena fungsi yang hendak dicapai hanya sekedar pengawasan 




Kemampuan bertanggung jawab bila dilihat dari keadaan batin orang 
yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan 
bertanggung jawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya 
kesalahan. Dimana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana 
haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab karena 
orang yang normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai 
dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat. Pertama 
pendekatan yang melihat kejahatan sebagai dosa atau perbuatan yang tidak 
senonoh yang dilakukan manusia lainnya. Sementara bagi orang yang jiwanya 
tidak sehat dan normal, maka ukuran–ukuran tersebut tidak berlaku baginya 
tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban, sebagaimana diatur 
dalam ketentuan BAB III Pasal 44 KUHP. Kedua pendekatan yang melihat 
kejahatan sebagai perwujudan dari sikap dan pribadi pelaku yang tidak normal 
sehingga ia berbuat jahat. Orang yang mampu bertanggung jawab harus 
memenuhi setidaknya 3 (tiga) syarat, yaitu sebagai berikut:44 
1. Dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam 
kejahatan. 
2. Dapat menginsafi bahwa perbuatanya dipandang tidak patut dalam 
pergaulan masyarakat. 
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3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan 
tadi.  
Dalam  hal kemampuan pertanggungjawaban pidana Fasial Abdi 
secara subjektif, telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dalam putusannya yang 
secara tegas menyatakan tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan 
pembenar yang dapat menghapus kesalahan sebagaimana yang diatur dalam 
KUHPidana atas perbuatan yang dibuat oleh Fasial Abdi tersebut. 
Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan 
alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan 
kesalahan Terdakwa, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang 
setimpal dengan perbuatannya. Pengaturan ketentuan tindak pidana ujaran 
kebencian merupakan pengemosialisasikan tindak pidana atau emotialization 
of law. Emosi atau perasaan ditempatkan dalam hukum, dalam hal ini keadaan 
emosi atau perasaan tertentu dilarang dijadikan tindak pidana. Hal ini terjadi 
karena dalam rumusan pasal tersebut bukan delik materil sehingga tidak 
memerlukan adanya akibat dari perbuatan dan juga tidak mengsyaratkan 
adanya hasil yang illegal sebagai akibat nyata dari perbuatan yang 
menyebarkan kebencian tersebut.  
Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang mensyaratkan rasa kebencian sebagai 
unsur hasil yang dilarang menimbulkan permasalahan. Larangan ini 




merupakan salah satu sifat alami manusia dan melarangan timbulnya suatu 
perasaaan tersebut merupakan bentuk kriminalisasi terhadap emosi dalam 
Undang - Undang. Pada ketentuan pasal diatas mengandung arti adanya suatu 
bentuk kesadaran akan maksud tujuan serta akibat yang akan ditimbulkan atas 
perbuatannya tersebut, meskipun bisa jadi dampak dari perbuatan tersebut 
belum tampak. Pada akhirnya tidak adanya hasil yang illegal yang dilarang 
sebagai unsur dari ujaran kebencian menyebabkan tindak pidana ujaran 
kebencian yang diatur dalam Undang-Undang di Indonesia menjadi 
pembatasan terhadap emosi atau perasaan. Pembatasan tersebut bukan hanya 
emosi pelaku tetapi juga emosi dari masyarakat, karena dalam prakteknya 
hakim menggunakan tolak ukur emosi dari masyarakat untuk melihat ada atau 
tidaknya tindak pidana ujaran kebencian.  
Pertanggung jawaban pidana yang dilakukan oleh person dimata 
hukum dengan melanggar pasal ujaran kebencian yang diatur dalam Undang 
Undang  No.11 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa mengatakan hal yang 
mengumbar kebencian dapat di pidana paling lama 6 tahun. Hal tersebut telah 
seringkali diputus dalam muka persidangan di beberapa daerah di Indonesia, 
salah satu contohnya adalah kasus ujaran kebencian terhadap walikota tegal 
dan diputus pada 2014 dengan hukuman penjara 5 bulan dan denda berupa 
uang. 
Akan tetapi peraturan tersebut berlaku untuk subjek hukum yang 




maka hal tersebut perlu penyesuaian khususnya dalam proses pemidanaan dan 
tanggung jawab yang harus dibebankan Undang-Undang Informasi dan 
Transaksi Elektronik mengkalisifikasikan pelanggaran ujaran kebencian 
menjadi beberapa sesuai kategori perbuatannya. Adapun klasifikasinya adalah 
sebagai berikut : 
Penegakan hukum atas dugaan terjadinya tindak pidana ujaran 
kebencian berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang 
Ujaran Kebencian (Hate Speech) mengacu pada ketentuan : 
1) Pasal 156 KUHP, yang berbunyi : 
(2) Barang siapa di rnuka umum menyatakan perasaan 
permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau 
beherapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana 
penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling 
banyak empat ribu lima ratus rupiah. 
2) Pasal 157 KUHP, yang berbunyi : 
1.  Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau  
menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang 
isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, 
kebencian atau  penghinaan di antara atau terhadap 
golongan-golongan rakyat  Indonesia, dengan maksud 
supaya isinya diketuhui atau lebih  diketahui oleh umum, 




enam bulan atau pidana denda paling hanyak  empat 
rupiah lima ratus rupiah.  
2.  Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu 
menjalankan pencariannya dan pada saat, itu belum lewat 
lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena 
kejahatan  semacam itu juga, yang bersangkutan dapat di- 
larang menjalankan pencarian tersebut. 
3) Pasal 310 KUHP, yang berbunyi : 
1. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik 
 seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya 
 terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena 
 pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan 
 atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.  
2.  Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang 
 disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, 
 maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana 
 penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda 
 paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.  
3. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika 
 perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena 





4) Pasal 311 KUHP, yang berbunyi : 
1. Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran 
 tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan 
 itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan 
 bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam 
 melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat 
 tahun. 
2. Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 3 dapat 
 dijatuhkan. 
1. Pasal 28 ayat jis. (2).  Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 
 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang 
 berbunyi :45 
       Pasal 28  
1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan 
 berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian 
 konsumen dalam Transaksi Elektronik. 
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan 
 informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian 
 atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat  
 tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan 
 (SARA). 
                                                          




     Pasal 45  
(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 27 ayat (1),ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)tahun 
dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah). 
5) Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan   
         Diskriminasi Ras dan Etnis, yang berbunyi : 
(1) Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau 
rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan 
etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, 
angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).46 
Dari klasifikasi pertanggung jawaban pidana Undang-Undang 
Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut terdapat jumlah pidana paling 
kecil adalah 5 bulan dan paling banyak adalah 6 tahun, meskipun dalam 
pelaksanaannya putusan hukuman tersebut tergantung dengan perspektif 
hakim yang mengadili, sesuai dengan asas judicial discreliona power yang 
memberikan kekuasaan penuh pada hakim untuk memutuskan sebuah perkara. 
                                                          





Dari beban pertanggung jawaban pelaku ujaran kebencian yang telah 
dijelaskan diatas apabila ditarik pada pelaku ujaran kebencian oleh anak maka 
berlaku juga Undang Undang Peradilan Anak Tahun 2012 yang terdapat pada 
pasal 4 yang menjelaskan tentang hak dari anak yang berhadapan dengan 
hukum, salah satunya adalah pengurangan masa tahanan. 
Lebih jelas pasal pengurangan masa tahanan pada peradilan anak 
diatur dalam pasal 7 yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana 
untuk anak maksimal adalah 7 Tahun Penjara. Maka perlu adanya disparitas 
hukum dari pidana pokok yang ada di Undang-Undang Informasi dan 
Transaksi Elektronik tersebut diatas apabila pelakunya adalah anak-anak. 
Apabila dalam hukum materil seorang anak yang berkonflik hukum 
diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana 
denda diganti dengan pelatihan kerja paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 
tahun. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling 
lama ½ dari maksimun pidana penjara yang diancamkan terhadap orang 
dewasa (Pasal 79 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak), sedangkan terhadap ketentuan minimum 
khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak (Pasal 79 Undang-Undang 
RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). 
Penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum ditempatkan pada 
Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), sedangkan tempat anak 




Anak (LPKA). Kemudian dalam pelaksanaannya anak yang berkonflik 
dengan hukum selain dihukum dengan tindak pidana, juga diberikan edukasi 
tentang sebab kesalahan dan konseling untuk anak tersebut agar tidak 
mengulangi kesalahannya, adapun tempat anak mendapatkan pelayanan sosial 
tersebut berada pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 
(LPKS). Terhadap putusan Hakim pada tingkat pertama, baik anak yang 
berkonflik hukum mapun Penuntut Umum tentunya dapat melakukan upaya 
hukum selanjutnya yakni banding, kasasi dan peninjauan kembali. Terhadap 
anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum, yakni anak korban 
dan anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. berdasarkan uraian tersebut terlihat 
jelas bahwa penanganan anak berhadapan hukum berbeda dengan penanganan 
terhadap orang dewasa yang berhadapan hukum, dalam sistem peradilan 
pidana anak sangat mengutamakan penanganan perkara anak mengedepankan 
keadilan restoratif justice, merupakan alternatif dalam sistem peradilan pidana 
dengan mengedepankan pendekatan integral antara pelaku dengan korban dan 
masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada 
pola hubungan baik dalam masyarakat. 
Lebih jelas restoratif justice dalam pelaksanaan penegakan hukum 
pada pelaku anak-anak adalah dengan cara menghindari hukuman yang dapat 
menyebabkan anak yang berhadapan dengan hukum tersebut mengalami 




peradilan seperti ruang sidang yang berbeda, serta perlakuan hakim dan 
aparatur peradilan yang berbeda pada saat sidang, akan tetapi juga penjatuhan 
hukuman yang akan ditempuh, seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa 
hukuman maksimal yang boleh dijatuhkan untuk anak adalah maksimal 5 
tahun penjara, hal tersebut adalah bagian dari pelaksanaan restoratif justice itu 
sendiri. Pun demikian setelah putusan juga terdapat aspek-aspek khusus dalam 
perlakuan tersangka anak, yaitu bisa saja dengan terapi ataupun 
pendampingan oleh para ahli kejiwaan untuk membantu psikologis anak agar 
tidak sampai terganggu. 
Saat ini belum ada kasus terkait hate speech yang samapai kemeja 
hijau jika ada upaya yang dilakukan adalah mediasi. Dilakukan oleh anak. 
namun jika ada kasus tersebut, maka dasar hukum yang dapat diterapkan 
adalah pasal 28 (2) undang-undang ITE dan pasal 71 undang undang nomer 











A. Kesimpulan  
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya,maka dapat 
disimpulkan hasil penelitian ini sebagagai berikut: 
1. Dasar hukum tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial oleh anak 
dibawah umur diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman  
hukuman 6 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00. 
2. Adapun bentuk pertanggungjawaban bagi anak yang melakukan ujaran 
kebencian melalui media sosial adalah dengan mendasarkan pada Pasal 45 
ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik diupayakan diversi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-
undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
B. Saran  
1. Perlu pengawasan lebih ektra dari orang tua terhadap pengguna media sosial 
oleh anak untuk mencegang terjadinya postingan yang berisi ujaran kebencian 
atau yang lainya. 
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